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ABSTRAK
(dia Melinda Subud 053940199, Hukum Adminisirasi Mepara, 20004

Eksistensi  pemerinizh daerah  sebapal  bagian  dalam  penyelenggaraan
rermerintahan dan pembagunan nasional, adalah sebagai bentuk neparn Kespluan vang
menganut asas desentralisasi . dimana pilthan sebagai negara kesatuan dengan sistem
desentralisasi berkaitan dengan peyelenggaraan pemerintah daerash. Hal ini berkaitan
mengenal hubungan kevanpan antara pemerintab pusat dengan pemenntah daerah. dalam
cengelolaan kevangan daerah, dimana hal i menyangkut tanggungpwab pemerinkah
dslam  penpelolasn  sumber-sumber  kewangan  dalam rangka  melaksanakan
renyelenpearpan pemerintahan seswn dengan Rewenanpan yvang dimidiki oleh masing-
masing satuan pemerintahan. Sebagaimana yang diketahuwd babwa Peraturan Menien
ialam MNegeri Nomor 13 Tabun 2006 merupakan peraturan yang memuat lentang
sedoman pengeleolaan Keuangan dacrah, mula dan pengelelaan kevangan doerah sampal
tepada pengeloloan keuangan dzerah dalsm artian vang memiliki kewenangan dan
senangeungjawab terhadap pengelolaan kevangan daerah.

Permasalahian yvang diangkat dalam peneliian int adalah mengenat Pasal 330
Permendagri Momor 13 Tabun 2006 tentang pokok-pokok pengelolaan kevangan daerab
Satur deppan peraturan dacrah sesuar dengan Ketenluan peraturaperundang-undanpan
vang berlakuy, berdasarkan peraturan daerah tersebut kepala daerah menetapkan peraturan
cepala dacrah tetang sistem dan prosedur pengelolaan kevangan daerab vang mencakup
ala cara penenjukan pejabat yang (iben wewenang BUD dan Kuoasas BUD, serta kendals
vang dihadapt dalam penerapan Pasal 350 Permendagn Momor 13 Tahun 2006 © vaiu
~erubahan vang ckstrim dari sistem top down ke bottom up, penerapan sistem op down
vany terlabu Tama di ndonesia telah mengorangt imsiatif dacrah untok berubah. dalam hal
facrah belum siap untuk malsksanakan tangeungjawab vang dilimpahkan kepadanvo
sebagal implikasi pelaksapasn olonomi daemah, serta implementasi APBD masih kurang
ssien dan efekdf karena kurangnya sinergs antarn Kebijakan Umum APBD (K1UA)
iengon prieritas pembangunan daerah,

Metode penelitian vang digunakan untuk menchiti permasalahan adalah penelitian

aridis normalil antuk menganalisa peraturan perudang-undangan vang berkaitan dengan
sengelolasn kevanpan dacrab disamping ita juga dilskekan pendekaan vuridis empirs
Jengan dasar peimikiran balwva pendekatan hukum normatif semata tidak dapat melithat
dan memabami realitas hukum vang terjadi dalam masyakat.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kepala daerah Fota Sawahlunio elah
menerapkan dan melaksanakan sistem dan prosedur pengelolsan kevangan dasrah. serta
Lendala vang dihadapi dalam pelaksanaan sistem dan proseder pengelolaan keoangan
daerab adalah karena aturan  pemerilah pusal o ovang  tumpangz  tindih dan dak
Lonsisten, Saran dalam permasalahan ind adalah agar Pemerintah Kota Sawalilunio segera
mereplizasikon romcanpan peraturan dacrab mengenal sistem dan prosedur pengelojann
cewmean dasrahountuk lebih efektf dan ehisisen dalam pengelolsan keuangan daerah.
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A. Latar Belakang Masalah

Fksistensi  pemerintah  doerah  sebagai  bagion dalam penvelengeaosn
nemeriniahan dan pembangunan nasional adalab sebagai bentuk negara Kesatuan vang
menganut asas desentralisasi, desentralisasi adalsh pembentukan daerah otonomi denpan
kekuasaan terientn dalam bidang keptatan tefentu vang diselenggarakan berdasarkan
pertimbangan,  inisiatif dan  administrasi sendin. Menorot Rondille dan Chema,
desentralisasi adalah penverahan perencanzan, pembuat keputusan atau kewenanpan
séministeatil darl pemerintah pusat ke orgamsast - organisas: tingkat bawah. kesatan
administrast dagrsh dan semi otenomi, Sedangkan menenn Undang-undang Nomaor 32
Tahun 2004 Tentang Femerintah Daerab Pasal 1 angka (7} disebutkan babwa:
“[resentralisas] adalzh penyershan wewenang pemerintahon oleh pemerintah pusal
sepada pemeriniah daersh otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
dalam sistern Nepara Kesatuan Republik Indonesia™

Piliban sehapal nepara kesatuan dengan sistemy desentralisasi berkairan dengan
senyvelenpgarsan pemerintah daerah. sebagaimana vong dikemukakan dalam Pasal 14
vt (21 Undang-Undang Dasar 1945 babwa “asas penyvelengparan pemenntaban dacrah
adalah otonomi dan tugas p:‘:rsﬂ‘r.’iﬂhlﬂﬂ'. Cronomy senclivt diartikan sebapm sualu
emandirian atan kebebasan daerah unuk mengatre sendine dan menveleneearakan

urusan serta kepentingannya  berdasarkan imsiatil dan prakarsa seita aspirasi das
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nesvarakal daerah agar dapet mengwres rumah tangeanya seodin dengan jalan membum
eraturan daerah dengan tidak bertentangan dengan konstitust necara.

Hal ini berkaitan mengenai hubungan heuanpan antara pemerintah pusat dengon
cmerintth daersh,  dimana hubungan it omenvanpkuat tngime jawab wnk
nelaksamakan  kegiatan-kegistan  terentu  antara  tingkat-tingkar  pemerimah dan
~embagian sumber penenimam untuk menutlup pengeluaran akihat Keglatan-kegiatan
=rsebi

Istilah hubungan kevangan dapat dilibat dalaom Undang-Undang Dasar 1945 1'asal
LA 11 vang menerangkan bahwa;

“ Hubungan wewenang anlara pemenntah pusal dan pemerintah daesals puasans,
kabupaten dan kota atau antar provinsi dan kabupaten dan kota diater dengan
Undang-1Uindimg dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daceab™

[stilah lain dapat dibibat dalom Pasal 2 Avat (6) LUndane-Lindang Nomor 32
b 2004 Tentang Pemerintzh Daceah, vaitwe™ hubungan keoanpan, pelavanan umuam,
~emantaatan sumber dava alam dan sumber dava lainnva dilaksanakan secora adil dan

ATk
Penyelenpparaan kevangan antara pemeriniah pusat dengan pemerintaly doeral
dur puka dalam Dndang-undang - Nomor 33 Taboun 2008 Tentang  Perimbangan
setmngan Amara Pusat dan Pemerintah Daerah, karena pemtmoenya permasalihan
~envelenggurmm kevangan dacrah ini, maks Undang-undang Momor 33 Taban 2004
ih memberikan petunjuk don arh yvang cukup jelas mengenai dasor-dasar pembioyam
senyelengpaman pemerintahan daerak,  sebhagaimana diatur dalam Pasal 4 vang

cnvatakan:
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BAR 1Y

PENUTLP

KESINMPULAN
Dari beberapn  rumusan masalah vang  kemudian menjadi pokok

pembahasan darl penelitian vang telah diwrailkan diataz maks ada beberapi

kesimipulan vang dapat penulis berikan vaitu sebagan berikut

E, kepala daerah Kota Sawahlunto telah menerapkan dan melaksanakan
sistem dan prosedur pengetolaan kevangan daerah, Hal it merupakan
sulah satu bentuk upava penerapan dun Pasal 330 Peraturon Menten
Dalam Neaen Nomor 13 Tabun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaun
Kewangan Daerah. Sistem pengelolaan kevangan doerah i ot
Sawahlunto elah mencakup tala carg penyvusunan dun akutanst keuangan
daverah. hal ind sesuai dengan sistem akunmans pemerintahan dacrah vane
mengzacn pada standar akuntans: pemerintahan, dimana sisiem akuntans:
pemerintahan  daerab merupakan serangkaan proscdur mulal dan
pencumpulan data,  pencatatan,  pengikhtisaran, dan pelaporan posisi
keoanpan serta operast Kewangan permerintah Jdaerah vang dineapkon
melalui peraturan kepala daerab. Peraturan kepala Daeerah Nomor 16
Tahun 2008 temang Pokok-pokek Penpelolaan Keuanpgan Dasrah telah
mentual tata cara penunjpukan pejabat vang diben wewenanz Bendahara
Umuom Doerah don kKoass Bendabara Uimom Daersh, Bal o lercaniom

dalam  Kepuiosan Waltketa Sawahlunio Nomor  TER.2/5WARKO-



DAFTAR PUSTAKA

A, Buku

AW Widjuju, 1992, Tittk Berat (owomi pade Duerale Tinghar £ PT. Raja
Uralindo Persada, Takarta

Ahmad Yani, 2008, Hubeagan Kewangan Antarag Pemerinteft Pusal dan Daerolr i
fndenesia. PT. Raja Grafindo Persadi, Takaria

Bavu  Surianingrat, L 580.Dexenfralivasi dan Dekonsentrasi  Peaerinsoadandi
frdanesia Suarn Anafise, Dewa Ruct Press Jakana

AT, Kansil, dkk, 2008, Pemerintalan Daerale df Tndonesia, Sinar Grehka Jakarma

frowan Socqito, 1990, fubangan Pewrerintaly Pusar den Pemerintalt Daeral Bincka
Cipta. Jakarta

Lembaga  Administrasi Megara, 2000, Akwrtchifitas dan Good  Governance.
Lembaga Administras Mepara, Jakarta

Mubanvmad Favsim, Bk Pesmeratol Doueraf PEHED FH UNS0OED
Surlan Darise, 2006, Pergeloloan Kenangan Dagrak, PT Indeks, Takarty
Sverjons Sockanto 2000 Pengantar Penelitian Hekum U niversitas Indonesia
FIn MOW 2005, Pardaan Menahoms APBD Malang

B. Undanpg-Undang

- Undang- undang Dasar Megara Repubhik Indonesia Tahun 1943,

Undang- undang Momor 17 Tahun 2003 Tentang kevangan Nepara

Uindang- undang Momaor 32 Tahun 2004 Tentang Pemeriniahan Daerah

Undang- undang Momor 25 Tabun 199% Tentang Perimbangan Keuangan
Aatara Pusat dar Daerah. dirubah menjadi Undang- vndang Nomar 33 Tahun
2004 tentimy Penmbangan Kevangan Antara Pusat dan Dacrah

- Undong- undang Nomos 1 Pabwon 2004 Tentang Perbendahoraan Meparn
- Undang- undang Nomr 15 Tahun 2004 Tentang Pemenk=zon Pengelolaan dan
Tonggungawah kevangan Negara



